



2.1 Implementasi Kebijakan 
2.1.1 Definisi Implementasi Kebijakan 
Kebijakan merupakan suatu instrumen dari pemerintah untuk mencapai tujuan 
tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Menurut Edward 
III dalam Shakansky kebijakan publik didefinisikan sebagai upaya yang dikatakan dan apa 
yang dilakukan oleh pemerintah atau apa yang tidak dilakukannya dimana memiliki tujuan-
tujuan dari suatu program-program sesuai peraturan-peraturan.1 Selain itu, kebijakan publik 
juga dapat diartikan sebagai tujuan dan serangkaian asas tertentu yang dilakukan oleh 
pemerintah pada waktu tertentu untuk merespon suatu kondisi atau keadaan yang bersifat 
kritis.2 Sehingga kebijakan publik dapat dipahami sebagai upaya yang dilakukan oleh 
pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu melalui program-program berdasarkan pada suatu 
aturan dan dilaksanakan sebagai respon atas suatu kondisi permasalahan tertentu.  
Dalam suatu kebijakan publik, terdapat proses atau tahapan-tahapan kebijakan. Salah 
satu tahapan tersebut yakni implementasi kebijakan atau pelaksanaan suatu kebijakan. 
Implementasi kebijakan juga dapat dikatakan sebagai tahapan utama dalam proses kebijakan 
publik. Nugroho berpendapat bahwa apabila dilihat secara presentasenya, proses kebijakan 
terdiri atas rencana atau perumusan adalah 20%, impmementasi 60%, dan sisanya 20% yaitu 
1 Wahab, Solichin Abdul. 2008. Analisis Pengantar Kebijakan Publik.  Malang : UMM Press 
. Hal . 51 
2 Ibid Hal 52 
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tahapan evaluasi.3 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan 
merupakan tahapan yang sangat penting dari keseluruhan proses kebijakan publik.  
Implementasi kebijakan dalam Webster yang dikutip oleh Wahab, secara ringkas 
merumuskan bahwa “to implement (mengimplementasikan) berarti to the provide the means 
for carryng out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), to give pratical effect to 
(menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu)”.4 Apabila pandangan tersebut dikuti, 
maka implemenasi kebijakan dipandang sebagai proses melaksanakan keputusan kebijakan. 
Implementasi kebijakan dimaknai oleh sebagian ilmuwan yang bukan sekedar 
berkaitan dengan mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat 
saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu yaitu menyangkut masalah konflik, keputusan, dan 
siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Jenkins dalam Parsons mendefinisikan 
implementasi kebijakan sebagai berikut ini: 
“Implementasi kebijakan merupakan proses perubahan, bagaiaman proses perubahan 
terjadi, bagaimana kemungkinan perubahan dapat dimunculkan. Implementasi 
kebijakan merupakan bagaimana suatu organisasi baik di luar dan di dalam sistem 
politik menjalankan urusan mereka dan bernteraksi antara satu dengan yang lainnya. 
Apa motivasi-motivasi mereka bertindak seperti itu, dan apa motovasi yang lainnya 
sehingga mereka dapat bertindak secara berbeda.”5  
 
Berdasarkan pendapat di atas maka dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan 
sebenarnya merupakan bagian dari proses politik dimana para organisasi atau aktor yang 
terlibat saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Impmentasi kebijakan juga 
 
3 Nugroho, Riant. D. 2012. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta, Elex Media 
Computindo. Hal 681 
4 Wahab, Sholichin Abdul. 2014. Analisis Kebijkan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model 
Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm. 135 
5Parson,Wayne. 2005. Public Policy (Dinamika Kebijakan –Analisis Manajemen Kebijakan). Edisi Ketiga 
revisi. Jakarta : Komputindo hlm 463 
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terjadi atas dasar motivasi atau kepentingan yang dimiliki oleh tiap organisasi atau aktor yang 
terlibat. Pendapat ini didukung oleh Grindle yang menyatakan bahwa tidaklah salah apabila 
implementasi kebijakan diartikan sebagai suatu aspek yang penting dari keseluruhan proses 
kebijakan yang ada.6  
  
 
6 Sholichin, Abdul Wahab. 2012. Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. 
Jakarta : Bumi Aksara hlm 59 
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2.1.2 Implementasi Kebijakan Edward III 
 
 













Implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam tahapan 
kebijakan publik. Implementasi kebijakan dalam pelaksanaannya memiliki beberapa variabel 
penting sehingga dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan. Edward 
III menyebutkan bahwa impelementasi kebijakan terdiri atas empat variabel yang meliputi 





Komunikasi merupakan salah satu variabel dalam implementasi kebijakan. 
Komunikasi dapat dimaknai sebagai suatu proses penyampaian informasi kebijakan dari 
pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.7 Ada tiga aspek penting dalam komunikasi 
yakni transmisi, kejelasan, dan konsistensi.8 Transmisi merupakan proses disampaiakannya 
kebijakan yang tidak hanya ditujukan kepada implementator namun juga kepada pihak yang 
menjadi target sasaran kebijakan yang memiliki keterkaitan secara langsung dan tidak 
langsung terhadap kebijakan tersebut.  
Kejelasan, kebijakan yang telah ditransmisikan pada para pihak terkait hendaknya 
diterima dengan jelas sehingga mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran 
serta substansi dari kebijakan tersebut. Jika hal yang dimaksud tidak jelas maka akan 
menghambat pelaksanaan proses implementasi dan para pihak tidak akan tahu apa yang harus 
dipersiapkan agar tujuan kebijakan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Konsistensi, jika 
menginginkan proses implementasi menjadi cepat dan efektif maka diperlukan perintah-
perintah yang konsisten dan jelas sebab ketidakkonsistenan perintah akan mendorong para 
pelaksana kebijakan mengambil tindakan yang sangat longgar dalam mengimplementasikan 
kebijakan. 
2. Sumber Daya 
Selain komunikasi, implementasi kebijakan juga harus didukung dengan aspek 
sumber daya. Keberadaan sumberdaya yang kurang mamadai dapat memberi hambatan 
terhadap jalannya suatu kebijakan. Hal ini sejalan dengan pendapat Edward III bahwa jika 
kebijakan kurang memiliki sumber daya untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif, maka 
implementasi kebijakan tersebut tidak akan berjalan secara efektif.9 Selain itu, Sumber daya 
dalam implementasi kebijakan dapat terdiri atas sumber daya manusia yang berkaitan dengan 
 
7  Widodo. Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang : Bayu 
Media. 2013. Hal 97 
8 Ibid 
9 Ibid Hal 98 
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kompetensi implementator dan sumber daya anggaran yang berkaitan dengan aspek finansial 
yang mendukung kebijakan dan sumber daya fasilitas.10  
a. Sumber Daya Manusia (SDM) 
SDM merupakan variabel penting yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan 
pelaksanaan kebijakan. Menurut Edward III, sumber daya manusia (Staf) harus cukup dan 
cakap.11 Dengan kata lain bahwa SDM harus memadai secara jumlah atau cukup serta 
terampil dan ahli atau cakap. Di samping itu, ditekankan bukan banyaknya jumlah SDM 
tetapi harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tanggungjawabnya 
agar tercipta efektifitas. Harus ada ketepatan dan kelayakan perkiraan untuk memprediksi 
antara jumlah staf yang dibutuhkan serta keahlian yang dimiliki agar sesuai dengan tugas 
yang akan ditangani. 
b. Sumber Daya Anggaran 
Sumber daya lain yang juga cukup berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan yaitu 
sumber daya anggaran. Terbatasnya anggaran akan menghambat pelaksanaan program, 
terbatasnya anggaran yang tersedia juga akan memengaruhi kualitas pelayan yang diberikan 
kepada masyarakat.  Pernyataan ini ditegaskan oleh Edward III, “Keterbatasan anggaran dan 
oposisi masyarakat membatasi perolehan fasilitas yang memadai. Hal ini pada akhirnya akan 
membatasi kualitas layanan yang dapat diberikan oleh pelaksana kebijakan pada publik”12 
Maka agar para pelaku kebijakan memiliki disposisi (sikap dan perilaku) tinggi dalam 
melaksanakan kebijakan diperlukan insentif yang cukup. Sebab besar kecilnya insentif yang 
diberikan akan mempengaruhi disposisi pelaku kebijakan, insentif dapat berupa reward atau 
punishment. 
c. Sumber Daya Peralatan 
 
10 Loc.Cit. Hal 91 
11 Ibid Hal 98 
12 Ibid. Hal 100 
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Fasilitas merupakan salah satu penunjang keberhasilan implementasi kebijakan. 
Sumber daya peralatan seperti gedung, tanah dan sarana semuanya akan memudahkan dalam 
memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.13 Terbatasnya fasilitas tidak 
mendorong motivasi pelaku kebijakan dalam melaksanakan tugasnya. Edward III juga 
menjelaskan, fasilitas menjadi cukup berpengaruh dalam keberhasilan implementasi 
kebijakan sebab mungkin SDM yang dimiliki cukup, SDM memahami apa yang harus 
dilakukannya, punya kewenangan dalam menjalankan tugasnya namun tanpa sarana 
penunjang seperti gedung, peralatan, perlengkapan maka implementasi kebijakan tidak akan 






Disposisi meliputi kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan 
untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi 
tujuan kebijakan dapat tercapai.14 Edward III dalam Widodo menyatakan bahwa : 
Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh sejauh mana pelaku 
kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya namun 
juga ditentukan oleh kemauan pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat 
terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan.15 
 
Disposisi akan muncul diantara para pelaku kebijakan manakala akan menguntungkan 
bagi organisasinya dan dirinya pribadi. Proses disposisi ini memerlukan pengetahuan, 
 
13 Ibid. Hal 102 




pemahaman dan pendalaman terhadap kebijakan yang kemudian akan timbul sikap 
menerima, acuh tak acuh bahkan menolak terhadap kebijakan. Kebijakan yang ditolak oleh 
pelaksana kebijakan misal organisasi pelaksana kebijakan merasa tidak diuntungkan dengan 
adanya kebijakan yang ada maka disinilah disposisi menimbulkan hambatan dalam suatu 
proses implementasi kebijakan. 
4. Stuktur Birokrasi 
Birokrasi menjadi salah satu organisasi yang paling sering menjadi pelaksana kebijakan. 
Menurut Edward III, meskipun sumber daya sudah tersedia, pelaksana kebijakan paham akan 
apa yang menjadi tanggungjawabnya dan mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya 
namun kurang efektif ketika struktur organisasi pelaksana kebijakan tidak efisien.16 Menurut 
Edward ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-
ukuran dasar atau Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi. 
SOP menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan bagi setiap implementor. SOP mampu 
menyeragamkan tindakan-tindakan dari organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Struktur 
organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan 
red tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Pada gilirannya akan 
menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Semakin jelas SOP maka semakin mudah 
pula menentukan kebutuhan risorsis, baik kualitas maupun kuantitas yang diperlukan untuk 
melaksanakan kebijakan.17 Fragmentasi menegaskan bahwa struktur birokrasi yang terpecah-
pecah atau tersebar dapat meningkatkan gagalnya komunikasi. Semakin terfragmentasi 
organisasi pelaksana semakin membutuhkan koordinasi yang intensif. Seperti pernyataan 
Edward III dalam Widodo : 
“Struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar) dapat 
meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi 
 
16 Ibid Hal 106 
17 Winarno, Budi. 2012.  Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS. Hal 150 
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sangat besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin 
membutuhkan koordinasi yang intensif.”18 
 
Berdasarkan penjelsan di atas, dapat dikatakan bahwa sebab konsekuensi terburuk 
dari fragmentasi birokrasi yaitu menghambat koordinasi. Tanggung jawab suatu kebijakan 
sering tersebar pada beberapa organisasi seringkali terjadi desentralisasi kekuasaan tersebut 
dilakukan secara radikal guna mencapai tujuan-tujuan kebijakan. 
2.1.3 Implementasi Program 
Program secara sederhana dapat dimaknai sebagai bagian dari suatu kebijakan. Chrles 
O. Jones dalam Rohman menyebutkan  bahwa program salah satu komponen dalam suatu 
kebijakan.19 Apabila suatu kebijakan bersifat lebih umum, maka suatu program lebih bersifat 
teknis. Program hadir untuk menindak lanjuti kebijakan yang telah ditentukan oleh 
pemerintah.  Sehingga, apabila suatu kebijakan ingin berhasil dilaksanakan dengan optimal, 
maka harus ditindak lanjuti dengan progam-program yang mendukung kebijakan tersebut. 
Lebih lanjut, Nurhafinah menjelaskan bahwa: 
“Implementasi program adalah serangkaian kegiatan tindak lanjut yang terdiri atas 
pengambilan keputusan, langkah-langkah strategis maupun operasional yang 
ditempuh guna mewujudkan suatu program menjadi kegiatan, guna mencapai sasaran 
yang ditetapkan.”20 
 
Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dipaparkan bahwa implementasi program 
merupakan proses peteknis yang laksanaan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan atau 
target sasaran yang telah ditentukan di awal oleh pemerintah. Pelaksanaan suatau program 
 
18 Loc.Cit. Hal 106 
19 Rohman, Arif. 2009. Politik Ideologi Pendidikan. Yogyakarta: Laksbang Mediatama Yogyaarta. Hal 101 
20 Nurhanifah. 2015.  Implementasi Program Kegiatan Harian Siswa Dalam Pembentukan Karakter Disiplin 
Siswa. Skripsi Univeritas Islam Bandung. Hal 22 
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dapat dilakukan dalam bentuk langkah-langkah strategis dan teknis yang bersifat operasional. 
Hal ini sesuai dengan pendapat Jones bahwa implementasi program terdiri atas tindakan-
tindakan yang sistematis dari proses pengorganisasian, penafsiran kebijakan, pengarahan 
sumber daya, dan ketentuan rutin proses pelayanan dan kegiatan yang sedang dilaksanakan.21 
Dengan demkian implementasi program harus dilaksanakan sesuai dengan proses yang jelas 
dan sistematis tersebut agar program yang dilaksanakan dapat berjalan dengan optimal. 
2.2    Eko Drainase 
2.2.1 Definisi Drainase 
Secara umum sistem drainase adalah sebuah kontruksi air yang memiliki manfaat 
untuk mengurangi dan mengeluarkan air yang berlebihan dari suatu area lokasi sehingga area 
tersebut dapat digunakan secara maksimal.  Drainase adalah prasarana yang berfungsi untuk 
mengalirkan air permukaan ke badan air yaitu  sumber air permukaan tanah yang berupa 
sungai, danau, laut dan dibawah permukaan tanah berupa air tanah di dalam tanah atau 
bangunan. Secara umum, drainase didefinisikan sebagai berikut ini: 
“Dranase merupakan serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi 
dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat 
difungsikan secara optimal. Drainase juga diartikan sebagai usaha untuk mengontrol 
kualitas air tanah dalam kaitannya dengan salinitas”22 
 
Drainase yaitu suatu cara pembuangan kelebihan air yang tidak diinginkan pada suatu 
daerah, serta cara-cara  penanggulangan akibat yang ditimbulkan oleh air tersebut. Saat ini 
sistem drainase sudah menjadi salah satu infrastruktur perkotaan yang sangat penting. 
Kualitas manajemen mutu suatu kota dapat dilihat dari kualitas sistem drainase yang ada. 
Sistem drainase yang baik dapat membebaskan kota dari genangan air atau banjir yang terjadi 
 
21 Agustino, Leo. 2017. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Hal 155 
22 Suripin. 2004. Sistem Drainase Perkotaan yang Berkelanjutan. Yogyakarta: Andi. 
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pada wilayah perkotaan.23 Pendapat ini sejalan dengan penjelasan dari Kementrian PUPR 
yang mendefinisikan drainase sebagai saluran yang berfungsi mengalirkan air hujan yang 
jatuh pada permukaan tanah dan atap bangunan langsung ke sungai dan dialirkan ke hilir 
secepatnya untuk mencegah terjadinya banjir.24 Penanganan drainase yang optimal disuatu 
daerah atau wilayah tertentu dapat menjadi kebijakan yang strategis bagi suatu kota dalam 
rangka pencegahan banjir, sehingga memberikan kenyamanan bagi kehidupan masyarakat 
sekitar. 
2.2.2 Definisi Eko Drainase 
Konsep eko-drainase adalah upaya mengelola air kelebihan dengan cara sebesar-
besarnya diresapkan ke dalam tanah. Apabila dalam suatu sistem drainase terdapat wilayah-
wilayah yang menjadi daerah langganan genangan, bisa diartikan bahwa sistem drainase di 
wilayah tersebut tidak berwawasan lingkungan. Eko-dranase yang juga disebut sebagai 
drainase berwawasan lingkungan adalah suatu sistem drainase yang komprehensif–
menyeluruh, berdasarkan pendekatan pembangunan berkelanjutan (sustainable development). 
Beberapa metode sistem drainase berwawasan lingkungan adalah kolam konservasi, sumur 
resapan, sumur injeksi, pengembangan areal perlindungan airtanah,  pengumpul air hujan, 
dan kolam penampungan.25 Dengan kata lain, konsep eko-drainase atau konsep drainase 
berwawasan lingkungan; dari paradigma mengalirkan dan/atau membuang kelebihan air 
(hujan) menjadi mengelola air hujan dan limpasannya dengan tujuan meningkatkan daya 
guna air, meminimalkan kerugian serta konservasi lingkungan. 
. Ekodrainase menurut Sunjoto dapat diartikan sebagai berijut ini: 
 
23 Ardiyana, Mita, dkk. 2016. Studi Penerapan EcoDrain Pada Sistem Drainase Perkotaan (Stidi Kasus: 
Perumahan Swojajar Kota Malang). Jurnal teknik Pengairan. Vol 7 No 2 Hal 298 
24 Sarbidi. 2015. Kriterian Desain Drainase Kawasan Permukiman Kota Berwawasan Lingkungan. Jurnal 
Permukiman. Vol 9 No 1 Hal 2 
25 Supriyani, Endah, dkk. 2012. Studi Pengembangan Sistem Drainase Perkotaan Berwawasan Lingkungan 
(Studi kasus Sub Sistem Drainase Magersari Kota Mojokerto). Hal 113 
29 
 
“ Ekodrainase merupakan sebuah usaha untuk menampung air yang jatuh di atap 
pada suatu tempat tertutup di halaman masing-masing atau secara kolektif untuk 
memberikan kesempatan air meresap ke dalam tanah secara alami dengan harapan 
sebanyak mungkin diserap ke dalam tanah sehingga tidak terjadi genangan air yang 
berlebihan.”26  
 
Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa ekodrainase berupaya 
untuk mewujudkan penyerapan air yang ramah lingkungan. Karena penerapan ekodrainase 
pada suatu permukiman diharapkan agar terjadi penyaluran air yang terjadi secara alami pada 
tanah dan tidak merusak lingkungan sekitar karena banjir yang dapat dicegah akibat 
pengelolaan drainase yang tepat. Hal ini penting mengingat berkembangnya suatu kawasan 
perkotaan, selalu diikuti dengan berkurangnya daerah resapan air hujan. Kondisi ini akan 
meningkatkan volume air permukaan yang masuk ke dalam saluran drainase. Akibatnya, 
akumulasi air hujan membesar dan menyebabkan terlampauinya kapasitas sistem drainase 
yang ada, selanjutnya menimbulkan banjir. 
2.2.3 Sistem Eko Drainase 
Konsep dasar pengembangan drainase yang berkelanjutan yaitu dengan meningkatkan 
daya guna air, meminimalkan kerugian serta memperbaiki dan konservasi lingkungan. 
Terdapat 2 (dua) pola yang digunakan antara lain: 
a. Pola detensi (menampung air sementara), misalnya dengan membuat kolam 
penampungan. 
b. Pola retensi (meresapkan), antara lain dengan membuat sumur resapan, saluran 
resapan, bidang resapan, dan kolam resapan. 
 
26 Sutomo, Edy. 2017. Efektifitas Drainase Ramah Lingkungan Dalam Mereduksi Genangan Pada Kawasan 
Perumahan Ciampea Kabupaten Bogor. Jurnal Desain Kontruksi Vol 16 No 1 Hal 102 
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Selain itu, dalampraktiknya eko drainase dapat memberikan keuntungan dan manfaat 
bagi pembangunan perkotaan. Qin menjabarkan dalam penelitiannya bahwa yang lebih 
lengkap mengenai kinerja struktur ekodrainase dalam mereduksi genangan akibat hujan, 
dengan beberapa aspek  yakni sebagai berikut :  
a. Penerapan ekodrainase lebih efektif dalam mereduksi banjir pada peristiwa hujan 
berdurasi pendek.  
b. Parameter yang paling berpengaruh terhadap reduksi banjir adalah kedalaman lapisan 
penyimpanan / tampungan. 
c. Kinerja desain ekodrainase secara substansial dipengaruhi oleh luas daerah yang 
diinstal dengan komponen ekodrainase, luas total daerah drainase dan kapasitas 
penyimpanan efektif. 
Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa sistem drainase memiliki 
prioritas utama dimana kegiatan harus ditujukan untuk mengelola limpasan permukaan 
dengan cara mengembangkan fasilitas untuk menahan air hujan. Hal ini agar tidak 
menimbulkan masalah genangan dan banjir serta kerusakan lainnya sehingga aktivitas 
masyarakat tidak terganggu. 
2.3 Permukiman Kumuh 
2.3.1 Definisi Permukiman Kumuh 
Pada umumnya permukiman kumuh diwarnai oleh tingginya kepadatan penduduk; 
tinginya kepadatan hunian; kualitas rumah yang sangat rendah; tidak memadainya sarana atau 
fasilitas yang meliputi air bersih, jalan, drainase, sanitasi, listrik, fasilitas pendidikan, fasilitas 
kesehatan dan sebagainya. Selain itu permukiman kumuh juga diwarnai oleh rendahnya 
kemampuan ekonomi atau pendatapan, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, dan 
kohesivitas komunitas masyarakat yang rendah. 
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Permukiman kumuh memliki beragam pemaknaan dari berbagai sudut pandang. 
Permukiman kumuh merupakan suatu kawasan dengan bentuk hunian yang tidak terstruktur, 
tidak berpola (misalnya letak rumah dan jalannya tidak beraturan , tidak tersedianya fasilitas 
umum, prasarana dan sarana air bersih , dan MCK), bentuk fisiknya yang tidak layak 
misalnya secara reguler mengalami kebanjiran tiap tahunnya.27 Sementara menurut Undang-
undang No 1 Pasal 1 Tahun 2001 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 
menyebutkan bahwa permukiman kumuh merupakan permukiman yang tidak layak huni 
karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas 
bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.28 Kedua pendapat tersebut 
lebih menekankan pada aspek kondisi fisik infrastruktur pada permukiman yang tergolong 
permukiman kumuh. Suatu permukiman dapat disebut kumuh apabila kondisi fisik dari 
permukiman tersebut tidak memiliki kualitas yang layak untuk dihuni. 
 Sedangkan beberapa ahli memliki perspektif yang lain dalam mendefinisikan 
permukiman kumuh. Menurut Suparlan permukiman kumuh merupakan permukiman atau 
perumahan orang-orang miskin perkotaan yang berpenduduk padat, terdapat dipinggir-
pinggir jalan atau lorong-lorong yang kondisinya kotor dan merupakan bagian dari kota 
secara keseluruhan atau yang disebut juga sebagai wilayah pencomberan.29 Namun, secara 
rinci permukiman kumuh dianggap sebagai tempat dimana anggota masyarakat kota di 
wilayah tersebut mayoritas berpenghasilan rendah dengan membentuk permukiman tempat 
tinggal dalam kondisi minim.30 Dengan demikian, permukiman kumuh tidak hanya 
menekankan pada kondisi fisik yang tidak layak, namun juga pada aspek kehidupan 
perekonomian masyarakat di wilayah tersebut yang tergolong masyarakat miskin. 
 
27 Santosa, D.P. 2007. Penanganan permukiman kumuh perkotaan melalui penyediaan perumahan bagi 
masyarakat berpenghasilan rendah. Jurnal Universitas Pasundan. Bandung. Hal 3 
28 Undang-undang No 1 Pasal 1 Tahun 2001 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 
29 Syam, Muhajir. 2017. Identifikasi kawasan permukiman kumuh dan stretegi penangannnya pada permukiman 
di Kelurahan Rangas Kecamatan Banggae Kabupaten Majene. Skripsi Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah 
dan Kota Fakultas Sain dan Teknologi UIN Alauddin Makasar. Hal 17  
30 Adisasmita, Raharjo. 2005. Dasar-dasar Ekonomi Wilayah. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal 147 
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 Selanjutnya, suatu permukiman dapat dikategorikan sebagai permukiman kumuh 
memiliki beberapa karakteristik tertentu. Sinulingga menyebutkan bahwa karakteristik 
permukiman kumuh terdiri atas: 
a. Penduduk yang sangat padat antara 250-400 jiwa/ha. Suatu kawasan yang telah 
mencapai kepadatan penduduk sekitar 80 jiwa/ha seharusnya tidak layak lagi untuk 
dilakukan penambahan jumlah pemukiman karena dapat mengurangi kualitas 
kesehatan dan lingkungan permukiman tersebut. 
b. Jalan-jalan yang sempit sehingga tidak dapat diakses atau dilalui oleh roda empat. 
c. Fasilitas drainase yang tidak memadai dan bahkan terdapat jalan-jalan yang tidak 
memiliki drainase sehingga apabila hujan, kawasan tersebut tergenang oleh air. 
d. Fasilitas pembuangan kotoran/tinja sangat minim sekali, sehingga masyarakat 
membuangnya di sungai-sungai terdekat. 
e. Fasilitas penyediaan air bersih yang minim.31 
2.3.2 Penyebab Kemunculan Permukiman Kumuh 
Munculnya permukiman kumuh diperkotaan merupakan suatu fenomena yang 
berangkat dari permasalahan yang kompleks. Permukiman kumuh muncul tidak disebabkan 
oleh faktor tunggal, melainkan banyak faktor yang saling mendukung sehingga terbentuk 
permukiman kumuh disuatu perkotaan. Conyers dan Hill mengidentifikasi bahwa 
permukiman kumuh muncul dikarenakan beberapa hal yang antara lain yaitu berkembangnya 
ruang-ruang marjinal perkotaan; lemahnya pengelolaan kota; belum adanya pengenalan 
terhadap kebutuhan dan persediaan rumah secara utuh dan partisipatif; dan belum adanya 
pengembangan sistem penyediaan perumahan secara utuh.32 Pendapat ini lebih menitik berat 
bahwa permukiman kumuh terjadi karena masyarakat tidak mampu mengakses rumah hunian 
yang layaknya karena rumah hunian tersebut tidak tersedia secara utuh. Sehingga masyarakat 
 
31 Sinulingga, B.D. 2005. Pembangunan Kota: Tinjauan Regional dan Lokal. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan 
32 Op.cit. Wijaya. Hal 2 
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secara terbiasa malah menikmati hunian yang tidak layak yang tergolong seperti ruang-ruang 
marjinal diperkotaan seperti permukiman didekat rel kereta api dan pinggiran sungai. 
Selain itu,  dalam perkembangannya perumahan permukiman di pusat kota ini dapat 
disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut Constantinos, disebutkan bahwa perkembangan 
perumahan permukiman (development of human settlement) dipengaruhi oleh beberapa faktor 
yaitu:  
a. Growth of density (Pertambahan jumlah penduduk)  
Dengan adanya pertambahan jumlah penduduk yaitu dari kelahiran dan adanya 
pertambahan jumlah keluarga, maka akan membawa masalah baru. Secara manusiawi 
mereka ingin menempati rumah milik mereka sendiri. Dengan demikian semakin 
bertambahlah jumlah hunian yang ada di kawasan permukiman tersebut yang 
menyebabkan pertumbuhan perumahan permukiman.  
b. Urbanization (Urbanisasi) 
 Dengan adanya daya tarik pusat kota maka akan menyebabkan arus migrasi desa ke 
kota maupun dari luar kota ke pusat kota. Kaum urbanis yang bekerja di pusat kota 
ataupun masyarakat yang membuka usaha di pusat kota, tentu saja memilih untuk 
tinggal di permukiman di sekitar kaeasan pusat kota (down town). Hal ini juga akan 
menyebabkan pertumbuhan perumahan permukiman di kawasan pusat kota dan 
bahwa kita harus akui pula bahwa tumbuhnya permukiman-permukiman spontan dan 
permukiman kumuh adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses 
urbanisasi.33 
 Sedangkan pendapat diatas lebih menekankan pada dua aspek yang dapat 
menyebabkan munculnya permukiman kumuh di perkotaan yakni karena faktor pertambahan 
 
33 Sutiarti, Eny Endang. 2006. Faktor-faktor yang mempengaruhi terciptanya kawasan permukiman kumuh di 
kawasan pusat kota (Studi kasus pada kawasan pancuran Kota Salatiga). Tesis Tekni Pembangunan Wilayah dan 
Kota Universitas Diponegoro.  
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penduduk dan urbanisasi. Dengan demikian, apabalia suatu daerah perkotaan akan melakukan 
upaya penanganan permukiman kumuh, maka harus mengacu pada berbagai permasalahan 
mulai dari ketersediaan fasilitas hunian yang layak, mengelola pertambahan penduduk di 
suatu kota agar tidak berakibat pada munculnya permukiman kumuh dan melakukan control 
terhadap laju urbanisasi di perkotaan. Hal ini penting karena tidak semua dari penduduk yang 
melakukan urbanisasi adalah mereka yang mampu mengakses hunian layak dan apabila 
karena keterbatasan ekonomi dari para kaum urbanis tersebut maka mereka akan menempati 
hunian yang ala kadarnya dan bahkan rela untuk memilih kawasan-kawasan yang tergolong 
ruang marjinal (disekitar rel kereta api atau di bantaran sungai). 
2.4 Penelitian Terdahulu 
Pada sub-bab ini dipaparkan mengenai penelitian terdahu yang mana di dalamnya 
terdapat fokus penelitian dan pembeda dengan penelitian yang telah dilaksanakan oleh 
peneliti. Penelitian-penelitian terdahulu dapat menjadi acuan dalam melaksanakan penelitian 
ini, meskipun memiliki banyak perbedaan. Berikut tabel yang menjelaskan tentang penelitian 
terdahulu. 
Tabel 2. 1  Penelitian Terdahulu 
No Peneliti dan Judul Teori/Konsep Intisari 











- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
kapasitas saluran drainase eksisting, 
mengetahui penempatan dan dimensi 
struktur ekodrainaseyang sesuai dengan 
kondisi Perumahan Sawojajar serta 
mengetahui prosentase reduksi debit 






- Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kapasitas drainase eksisting tidak mampu 
menampung hujan kala ulang 5 tahun, 
sehingga mengakibatkan genangan di 25 
titik 










Efektivitas - Penelitian ini mendeskripsikan tentang 
efektivitas penggunaan ekodrainase pada 
kawasan permukiman perumahan di 
Ciampea Kabupaten Bogor. 
- Hasil penelitian diperoleh bahwa penerapa 
sumur serapan menjadi metode 
ekodrainase yang efektif mengurangi debit 
air hujan. 
- Sumur serapan dapat difungsikan sebagai 
pengendali banjir dan memperbaiki 
kondisi permukaan air tanah 












- Penelitian ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi sistem drainase wilayah 
studi an mengembangkan arahan 
penerapan ekodrainasepada wilayah yang 
terindikasi terjadi genangan 
- Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
dibutuhkan 983 unit rain harvesting; 4.130 






mengendalokan sebanyak 80% debit 
limpasan. 
- Rekomendasi tersebut direncakan pada 11 
area saluran drainase yang terindikasi 
terjadi genangan 
 
4 Endah Supriyani, 













- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
kondisi sistem drainase, mengevalaluasi 
kapasitas saluran drainase, dan metode 
drainase berwawasan lingkungan yang 
dapat diterapkan 
- Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio 
kawasan serapan = 0,36 sehingga Sub 
Sistem Drainase magersari termasuk dalam 
kategori tidak berwawasan lingkungan 
- Saluran drainase tidak dapat menampung 
debit air hujan selama 2 tahun 
5 Jifa, Azarine 
Nabila, dkk (2016) 
Evaluasi Saluran 
Drainase di Jalan 






- Penelitian ini lebih bertujuan untuk 
mengetahui kondisi eksisting sistem 
saluran drainase di Jalan Gajahyana dan 
jalan Sumbersari; merancang dimensi 
saluran drainase berdasarkan rancangan 
kala hujan 25 tahun; dan mengevaluasi 
dimensi saluran drainase apakah masih  
mampu menampung debit hujan untuk 
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waktu 10 dan 25 tahun 
- Hasil penelitian didapat bahwa slauran 
drainase didapat bahwa saluran drainase di 
kedua area jalan Gajahyana dapat 
menampung debit air hujan selama 25 
tahun ke depan.  
- Sementara di daerah Jalan Sumbersari yang 
lebih kecil, salurannya perlu diganti 
dimensi salurannya agar dapat menampung 
debit hujan hingga 25 tahun ke depan. 
Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2020 
Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, maka penelitian mengenai 
implementasi program ekodrainase sebagai upaya penanganan permukiman kumuh di 
Kampung Sidorukun Kelurahan Dinoyo Kota Malang memiliki perbedaan dalam berbagai hal 
berikut ini: 
a. Penelitian yang dilakukan peneliti merupakan penelitian dalam ranah kajian ilmu 
pemerintahan, sedangkan penelitian terdahulu merupakan penelitian bidang ilmu 
teknik sipil atau teknik pengairan yang lebih bersifat terapan.  
b. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih menekankan pada kajian ekodrainase 
sebagai suatu program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, teori atau 
konsep yang digunakan yakni mengambil dari teori implementasi kebijakan Edward 
III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Selain 
itu penelitian ini juga mengkaitkan program ekodrainase sebagai penanganan 
permukiman kumuh. 
 
